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BAB I
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana dibahas
dalam Bab 11, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Setelah berlakunya UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Propinsi Papua, masih banyak terjadi pelanggaran hak sipil
politik di Papua yang tak pernah kunjung habis-habisnya.

Pada dasarnya pemberian undang-undang otonomi khusus
merupakan kewenangan khusus bagi orang Papua untuk mengatur dan
mengurus diri sendiri dengan maksud untuk mewujudkan mensejahterakan
dan bermartabat bagi orang Papua.

Sudah hampir 13 tahun berlakunya UU Otonomi Khusus Papua,
ternyata belum ada perubahan dengan penegakan hukum, keadilan hukum,
tidak ada kesejahteraan rakyat dan perlindungan HAM bagi masyarakat
Papua. Meningkatnya kekerasan pelanggaran HAM di Papua oleh oknum
militer baik TNI maupun Polri di provinsi paling timur ini. Seharusnya
dengan adanya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua masalah
pelanggaran hak asasi manusia mengenai penyiksaan, pembunuhan,
pemerkosaan, penembakan misterius bisa diselesaikan dengan baik.

B. Saran
1. Dialog Jakarta-Papua vyaitu untuk menuntut hak keadilan dan

kesejahteraan bagi masyarakat Papua dan untuk menyelesaikan
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masalah pelanggaran HAM baik masa lalu maupun masa yang akan
datang.

Kebijakan penyelesaian masalah di Papua dipusatkan pada
implementasi yang konsisten atas otonomi khusus sebagai solusi yang
adil, menyeluruh dan bermartabat.

Perlu ada Pengadilan HAM di Provinsi Papua, karena jarak antara

Makassar dan Papua cukup jauh.
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